
 
 
 

 
 

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 

NOMOR  3  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 
32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Humbang, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 32 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat 
Kabupaten Humbang Hasundutan; 

b. bahwa dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 800/8762/OTDA tanggal 30 Desember 2021 
Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara dan Surat Gubernur Sumatera Utara 
Nomor: 061/7884/ORG tanggal 18 Agustus 2021 Hal 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Provinsi Sumatera Utara, perlu mengubah beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati Humbang 
Hasundutan Nomor 32 tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Humbang 
Hasundutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 32 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah 
Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat  dan Kabupaten Humbang Hasundutan 
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 
Nomor 2). 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  
 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 
32 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG 
HASUNDUTAN. 

 
 
 
 

  Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Humbang 
Hasundutan Nomor 32 Tahun 2106 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 
(Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 
2016 Nomor 32), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari: 
a. inspektur; 
b. sekretariat, terdiri dari: 

1. subbagian umum dan keuangan; 
2. kelompok jabatan fungsional. 

c. inspektur pembantu  pemerintahan; 
d. inspektur pembantu perekonomian dan 

pembangunan; 
e. inspektur pembantu administrasi dan 

kesejahteraan masyarakat; 
f. kelompok jabatan fungsional, terdiri dari: 

1. pejabat fungsional auditor; dan 
2. P2UPD. 

(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

2. Ketentuan Pasal 7 dihapus. 
 

3. Diantara ketentuan BAB II dan BAB III disisipkan 1 
(satu) BAB yaitu BAB II.A yang berbunyi sebagai 
berikut: 
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BAB II.A 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

4. Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 
(satu) yaitu Pasal 12.A yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12.A 

(1) Pada masing-masing unit kerja Inspektorat dapat 
dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dipimpin oleh subkoordinator sesuai 
dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi 
jabatan administrator masing-masing. 

(5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan 
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu 
kelompok substansi pada masing-masing 
pengelompokkan uraian fungsi. 

(6) Pengangkatan dan pembagian tugas subkoordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang 
Hasundutan. 

 

Ditetapkan di Doloksanggul 
pada tanggal 24 Januari 2022  
 
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 
 
 
                                                      
DOSMAR BANJARNAHOR  

Diundangkan di Doloksanggul 
pada tanggal 26 Januari 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
HUMBANG HASUNDUTAN, 
 
 
 
TONNY SIHOMBING 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022 NOMOR 3. 

 

ttd 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,    

SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H. 
NIP. 19760107 200604 1 004 jdih.humbanghasundutankab.go.id
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LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN 
NOMOR  3  TAHUN 2022 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 32 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INPEKTORAT 
DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, 
 
            
               
 
          DOSMAR BANJARNAHOR 

 

INSPEKTUR PEMBANTU PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

INSPEKTORAT 

SEKRETARIAT  

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

INSPEKTUR PEMBANTU PEMERINTAHAN  

INSPEKTUR PEMBANTU 
ADMINISTRASI DAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,    

SYAH RIJAL SIMAMORA, S.H. 
NIP. 19760107 200604 1 004 jdih.humbanghasundutankab.go.id


